
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.506, 2019 KEMENKEU. Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 

kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat 
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. 

Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57/PMK.05/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA  

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU 

TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT 

TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA, PEJABAT NEGARA,  

DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
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Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;  

   b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan 

keuangan negara dalam pemberian gaji, pensiun, atau 

tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia,  Pejabat Negara, dan 

Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu mengubah 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan; 
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   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6348); 

   2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU 

TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT 

NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 

Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan: 

a. Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 840); 
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b. Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 677),  

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 4 huruf l dan huruf m Pasal 1 dihapus, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan.  

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut 

Prajurit TNI. 

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4. Pejabat Negara adalah: 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat; 

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat; 

d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah; 

e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim 

agung pada Mahkamah Agung serta ketua, 

wakil ketua, dan hakim pada semua badan 

peradilan kecuali hakim ad hoc; 
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